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ABSTRAK 

Setiap kegiatan manusia tentu menghasilkan limbah. Limbah sendiri dapat dibagi mejadi 

Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah Non-B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (Limbah B3). Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada Limbah B3 karena 

sifatnya yang dapat merugikan manusia dan lingkungan. Permasalahan limbah B3 sendiri sudah 

menjadi permasalahan global sejak tahun 1980-an. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui 

United Nation Environment Programm (UNEP) mengadakan suatu konvensi internasional di 

Basel, yaitu Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes 

and their Disposal  Tahun 1989 (Konvensi Basel). Konvensi ini mengatur tentang perpindahan 

lintas batas wilayah dari limbah berbahaya serta pengaturan mengenai perngelolaannya, sehigga 

ekspor-impor Limbah B3 ini telah lama dilakukan secara khusus dari negara maju ke negara 

berkembang.  

Di era industrial ini, sering kali lingkungan terkena dampak dari pertumbuhan industri dan 

perekonomian. Berkaitan dengan industri dan perekonomian, Jepang merupakan salah satu negara 

dengan industri dan pereknomian yang maju. Indonesia dan Jepang telah banyak melakukan 

hubungan ekonomi. Salah satunya hubungan tersebut dibentuk dalam suatu perjanjian bilateral, 

yaitu Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Salah satu komoditas 

perdagangan di dalam IJEPA adalah Limbah B3. Indonesia dan Jepang sama-sama pihak dalam 

Konvensi Basel, dimana ekspor-impor tersebut bisa dilakukan jika memenuhi berbagai 

persyaratan. Selain itu Indonesia dan Jepang merupakan pihak di dalam General Agreement on 

Tariff and Trade (GATT), yang memiliki prinsip liberalisasi. Masuknya limbah B3 ke dalam 

komoditas perdagangan di dalam IJEPA sebenarnya dapat dikesampingkan dengan Article 20 (2) 

GATT. Karena Indonesia pun tidak memenuhi syarat sebagai negara pengimpor menurut 

Konvensi Basel 

Kata Kunci: IJEPA, Limbah B3, Konvensi Basel 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Setiap manusia bergantung kepada lingkungan disekitarnya berupa sumber 

daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-harinya. Sumber daya alam 

tersebut berupa tanah, air, dan udara. Adanya hubungan suatu organisme dengan 

lingkungannya dipelajari dalam ilmu ekologi, seperti manusia dengan lingkungan 

disekitarnya yang hidupnya saling terkait satu sama lain. Suatu konsep yang penting 

dari ekologi adalah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh 

hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.  

Hubungan manusia dengan lingkungan hidup merupakan hubungan timbal 

balik atau dua arah.1  Tindakan manusia terhadap lingkungan dapat memperngaruhi 

lingkungan itu sendiri. Sebagai contoh, jika manusia tidak menjaga lingkungan dengan 

baik, seperti buang sampah sembarang, lingkungan akan memberikan dampaknya 

seperti banjir. Tindakan seperti itu akan mempengaruhi hubungan manusia dengan 

lingkungan. Dengan demikian hubungan manusia dengan lingkungan harus terus 

dijaga dengan diimbangi pengetahuan tentang betapa pentingnya lingkungan yang 

sehat karena akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.  

Kehidupan manusia yang semakin didominasi oleh kemajuan teknologi serta 

globalisasi sering kali mengabaikan aspek pelestarian lingkungan, walaupun pada 

hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia. Seperti pada Pasal 

33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

nesarnya kemakmuaran rakyat.”. Namun terdapat masyakat dengan mental pendobrak 

lahan adalah manusia yang berpusat pada manusia atau antroposentris dan memiliki 

tiga persepsi sebagai ciri khasnya, yaitu: 

                                                           
1 Wahyu Rahardjo, “Hubungan Manusia-Lingkungan: Sebuah Refleksi Singkat”, Jurnal Penelitian 

Psikologi:Fakultas Psikologi Gunadarma, 2006, hlm. 157. 
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a. Memandang alam dan bumi sebagai pemberi kehidupan manusia yang 

tidak terbatas dengan keyakinan bahwa selalu ada sesuatu lagi (tidak akan 

pernah habis) 

b. Memandang manusia sebagai makhluk hidup di luar alam dan bukan 

bagian dari alam 

c. Memandang alam sebagai sesuatu yang pelu dikuasai.  

Masyarakat dengan pandangan seperti itu, tentu akan sulit itu melihat pentingya 

pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut juga harus menjadi 

perhatian pemerintah.  

Masyarakat yang berkembang dengan kemajuan teknologi akan mempengaruhi 

perkembangan industrialisasi. Namun perkembangan Industrialisasi mempunyai 

pengaruh yang menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan karena bidang 

industri dapat membuka lapangan pekerjaan, membantu negara untuk mampu produksi 

barang, dapat mendorong pengembangan teknologi, bahkan berfungsi sebagai 

pendorongan pembangun ekonomi. Namun, industri juga dapat memberikan dampak 

negatif bagi lingkungan karena adanya limbah yang dihasilkan.2  

Limbah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diartikan sebagai, segala bentuk sisa 

dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah itu sendiri dapat diklasifikasikan dalam 

beberapa jenis, ada limbah non berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya 

dan beracun (Limbah B3). Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, 

dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 

dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, 

kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup.3 Limbah B3 ini 

mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan 

lain-lain. Sebagai contohnya adalah limbah industri, baterai, accu (aki), dll. Mengingat 

                                                           
2 Emil Salim, “Lingkungan Hidup Dan Pembangunan”, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya 1992), hlm.172. 
3 DK Asante Duah, “Internastional Trade in Hazardous Waste”, (London: E&FN Spon, 1998), hlm. 22-27. 
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resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat menghasilkan 

limbah B3 seminimal mungkin. Selain itu harus dicegah masuknya limbah B3 dari luar 

wilayah Indonesia.  

Limbah B3 perlu dikelola dengan baik guna menjaga kualitas dan 

keberlangsungan lingkungan, karena limbah yang tidak dikelola sesuai dengan standar 

yang ada dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks.4 Limbah B3 juga 

memiliki komplikasi tambahan yang mencakup beberapa bidang kebijakan, seperti 

manajemen kelautan, manajemen pesisir, pengelolaan limbah B3, dan regulasi bahan 

kimia. Terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan antara 

berbagai bidang tersebut. Menurut UUPPLH, pengelolaan limbah B3 merupakan 

tanggung jawab pihak yang mengasilkannya. Namun hal tersebut tentu memerlukan 

teknologi dan tenaga ahli yang khusus.  

Hingga saat ini, permasalahan limbah B3 sendiri sudah menjadi permasalahan 

global, terutama dilakukannya perpindahan limbah B3 tersebut dari negara maju ke 

negara berkembang. Berkembangnya praktik perdagangan limbah B3 disebabkan:5 

1. Negara-negara maju telah menetapkan serta menerapkan berbagai peraturan untuk 

mencegah pencemaran lingkungan secara ketat; 

2. Akibat dari standar lingkungan yang ketat di negara maju, biaya pengolahan limbah 

semakin tinggi, sehingga para pengusaha yang menghasilkan limbah lebih memilih 

membuang atau mengekspor limbah ke negara berkembang karena biaya 

pengiriman limbah lebih murah dibandingkan biaya pengelolaan limbah di 

negaranya sendiri; 

3. Keuntungan devisa negara semakin bertambah dikarenakan keuntungan dari 

kegiatan ekspor limbah tersebut. Sebagai salah satu contoh kasus, ekspor impor 

limbah yang dilakukan Australia menghasilkan pemasukan devisa negara sebesar 

120.721 juta dollar Australia per setiap 10 Ton Limbah. 

                                                           
4 Nurhenu Karuniastuti, “Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan”, Jurnal Swara Patra Vol.3 No.1, 

2013, hlm.9. 
5 Bapedal, “Kebijaksanaan Impor-Ekspor Limbah B3 dan Non B3”, Makalah Proceding workshop Implementasi 

Konvensi Basel Tentang Impor-Ekspor Limbah Scrap Logam, Serpong, 1996, hlm. 22. 
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4. Meningkatkan program daur ulang atau 3R (Re-use, Re-cycling, and Re-covery). 

Sebelumnya, masalah Limbah B3 telah diatur di dalam Konvensi Basel (The 

Convention on The Control of Transboundary Movement of Hazardous and Their 

Disposal) yang merupakan Konvensi yang mengatur tentang pengendalian gerakan 

lintas batas limbah Berbahaya dan pembuangan atau Limbah B3. Indonesia 

meratifikasi Konvensi Basel pada 12 Juli 1993 dengan Keputusan Presiden No. 61 

Tahun 1993 dan dijelaskan kembali pada Peraturan Presiden No.47 Tahun 2005 serta 

Peraturan Presiden No.60 tahun 2005.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan 

pembangunan.6 Salah satu motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan 

internasional. Jika aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor impor, maka 

salah satu dari komponen tersebut atau keduanya dapat menjadi motor penggerak bagi 

pertumbuhan ekonomi.7 Menurut Hercules Booysen, “International trade law can be 

described as those rules of interanioal law which are applicable to trade in goods, 

servise and the protection of intellectual property.” Perdagangan internasional diatur 

dalam WTO, perjanjian multilateral mengenai perdagangan mengenai barang seperti 

GATT. Dalam lingkup tersebut, negara bukanlah semata-mata pelaku utama dalam 

bidang perdagangan internasional, melainkan negara berperan sebagi regulator. 

GATT dibentuk sebagai suatu dasar yang sifatnya sementara setelah Perang 

Dunia II. Dalam perundingan GATT tahun 1986-1993 dihasilkan World Trade 

Organization  (WTO). Organisasi ini memiliki kedudukan yang unik karena berdiri 

sendiri dan terlepas dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembentukan GATT 

merupakan realisasi dari cita-cita lama  negara-negara pada waktu merundingkan 

GATT pertama kali pada tahun 1947.  

                                                           
6 Wijono, “Ekonomi Internasional”, (Yogyakarta: BPFE 2005). 
7 Dominick Salvatore, “Trade as Engine of Growth”, Cambridge Journal of Economic, (Jakarta: Erlangga 2004). 
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Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan 

tujuan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 1947) yang termuat dalam 

Preambule-nya. Tujuan tersebut adalah8:  

a. untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari 

kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan 

negara lainnya.  

b. untuk meningkatkan volume perdaganan dunia dengan menciptakan 

perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi 

semua negara;  

c. meningkatkan standar hidup umat manusia; dan  

d. meningkatkan lapangan tenaga kerja.  

e. untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu 

negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka 

dan adil yang bermanfaat bagi semua negara; dan 

f. meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan 

produk dan transaksi jual beli barang. 

Sebagai salah satu negara maju, Jepang merupakan salah satu negara penghasil 

limbah yang cukup tinggi. Setiap tahunnya, Jepang menghasilkan rata-rata 300 juta 

ton limbah. Dari tahun 2001 sampai tahun 2018, Jepang telah mengekspor limbah B3 

sebanyak 3.448.091 ton ke berbagai negara. Jepang di masa lampau pernah mengalami 

permasalahan limbah B3 dan sampah. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah 

Jepang dari tingkat pusat sampai daerah dan masyarakat yang bekerja sama dalam 

penyusunan regulasi.9 

Dalam hubungannya dengan Jepang, Indonesia membuat perjanjian kerjasama 

dengan Jepang dalam cakupan ekonomi, bernama Indonesia-Japan Economic 

                                                           
8 Preamble GATT dan Preamble perjanjian WTO (Marrakesh Agreement Establishing The World Trade 

Organization). 
9 Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Peta Jalan 

Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitias Pelayanan Kesehatan”, 2018, hlm.22. 
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Partnership Agreement (IJEPA). Terdapat 11 bidang yang dicakup dalam kesepakatan 

IJEPA antara lain perdangan barang dan pengaturan terkait asal barang dan prosedur 

kepabeanan. 10  Penandatangan tersebut dilakukan oleh kedua kepala negara Indonesia 

dan Jepang Pada 20 Agustus 2007 di Jakarta. Dalam IJEPA, Jepang dan Indonesia 

menyepakati masuknya limbah B3 sebagai barang yang dapat diperjual-belikan. Hal 

ini diatur dalam kerangka IJEPA pada Article 29 Paragraph (2) point J: 

“Scrap and waste derived from manufacturing or processing operations or 

from consumption in the Party and fit only for disposal or for the recovery of raw 

materials.” 

 Dalam klausul tersebut, IJEPA memasukan limbah dari manufaktur, hasil 

pengolahan industri dan dari konsumsi yang tergolong limbah B3 sebagai barang yang 

dapat diperdagangkan karena dapat didaur ulang menjadi barang yang memiliki nilai 

ekonomis. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas 

permasalahan tentang perjanjian IJEPA dalam konteks hukum internasional khususnya 

Hukum Lingkungan Internsional dan Hukum Perdagangan Internasional, serta 

pengaruh terhadap implementasi IJEPA bagi Indonesia.  

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang tersebu, maka perlu kiranya 

mengemukakan batasan dari masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu dirumuskan 

sebuah rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana ketentuan hukum lingkungan internasional dan hukum 

perdagangan internasional terkait adanya komoditas limbah B3 di dalam 

IJEPA? 

2. Bagaimana implementasi ekspor-impor limbah B3 di dalam IJEPA bagi 

Indonesia? 

 

                                                           
10 Sigit Setiawan, ”Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang”, (Jakarta:Pusat Kebijakan Regional dan 

Bilateral 2014), hlm.1. 
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2.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaiamana hukum internasional 

khususnya yang terkait terhadap perdagangan komoditas limbah B3. 

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat implementasi perdagangan limbah B3 

di dalam IJEPA bagi Indonesia 

2.4.Kegunaan Penelitian 

2.4.1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khusunya 

bidang lingkungan dan pengelolan limbah B3 melalui pembuatan peraturangan 

perundang-undangan.  Selain itu juga, memberikan manfaat bagi perjanjian 

internasional yang berkaitan dengan berbagai bidang seperti lingkungan dan 

perdagangan.   

2.4.2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini memberikan manfaat secara praktis bagi perancang peraturang 

perundang-undangan dalam menerapkan regulasi internasional saat dijadikan 

peraturan tingkat nasional dapat menjadi efektif sehingga terwujudnya harmonisasi 

peraturang perundangan-undangan pada skala nasional.  

2.5.  Metode Penelitian 

2.5.1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara normatif karena mengkaji keabsahan dari 

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement tentang perdagangan limbah B3 

dengan  meninjau dari Hukum Internasional. Dengan demikian, sumber-sumber kajian 

hukum dalam penelitian ini terdiri dari dan regulasi internasional berupa perjanjian 

internasional ataupun prinsip-prinsip yang berlaku. 

 



8 

 

2.5.2. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. 

Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk mencari 

kebenaran dengan cara berpikir deduktif (umum-khusus), yakni dengan menganalisi 

peraturan internasional yang berkaitan dengan perdangan limbah B3. Dengan 

demikian penelitian ini perlu melakukan inventaris hukum dengan melakukan audit 

terhadap hukum positif yang berlaku yang berkaitan dengan perdagangan limbah B3.  

2.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kepustakaan dan pengumpulan data 

dilakukan melalui pencarian peraturan-peraturan yang relevan dan pencarian buku-

buku dengan berbagai proses pustaka. Data penelitian kepustakaan ini dapat 

digolongkan menjadi dua macam ,yaitu: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri 

dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

- Konvensi Basel 1989 Tentang Pengaturan Perpindahan Lintas Batas dan 

Pembuangan Limbah Berbahaya (Basel Convention on The Control of 

Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal). 

- General Agreement on Tarrif and Trade (GATT). 

- Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). 

- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). 

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. 

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup.  

- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2018 Tentang  

2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi 

penjelasan mengenai apa saja yang terdapat dalam bahan hukum primer, 

yaitu buku-buku serta artikel jurnal di bidang hukum perjanjian 



9 

 

internasional dan hukum lingkungan internasional, serta bidang-bidang lain 

yang terkait dengan penelitian ini.  

2.6. Sistematika Penulisan 

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan dalam 5 bab,yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada Bab I akan membahasa tentang pendahuluan yang 

berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penelitian untuk membantu penyusunan 

penulisan hukum ini. Di dalam latar belakang, penulis akan 

menjelaskan permasalahan yang ingin dibahas dan apa yang 

menjadi ketertarika penulis. Kemudian dirumuskan dalam 

pertanyaa rumusan masalah. 

BAB II  : INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP 

AGREEMENT  

 Bab ini membahas tentang latar belakang terbentuknya 

IJEPA, tujuan dari IJEPA, garis besar perjanjian, dan 

bagaimana IJEPA mengatur tentang peradangan limbah B3. 

Di dalam latar belakang terbentuknya IJEPA akan 

dijelaskan awal mula IJEPA terbentuk dan alasan Jepang 

dan Indonesia sepakat membuat perjanjian dalam bidang 

kerjasama ekonomi. Selain itu dijelaskan pula hal-hal apa 

saja yang ingin dicapai dari perjanjian ini, serta ruang 

lingkup perjanjian dan gambaran tentang pengaturan 

perdagangan limbah B3.  
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BAB III : TINJAUAN IJEPA MENURUT HUKUM 

INTERNASIONAL 

Bab ini akan membahas tentang bagaimana keabsahan 

perjanjian IJEPA ditinjau dari; prinsip-prinsip perjanjian 

intersional, prinsip-prinsip hukum lingkungan 

internasional, pengaturan hubungan antar pihak menurut 

Konvensi Basel, pengaturan perdangan limbah B3 menurut 

GATT. 

BAB IV       : IMPLEMENTASI IJEPA BAGI INDONESIA 

Bab ini hendak meninjau implementasi IJEPA sejak 

pemberlakuannya. Hal tersebut dilihat dari implementasi 

perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Selain itu juga 

dalam bab ini ingin melihat implementasi rezim hukum 

internasional terhadap IJEPA yang dibahas dalam bab 

sebelumya bagi Indonesia. 

BAB V  : PENUTUP 

Pada Bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari 

penelitian dan memberikan saran terhadap permasalahan 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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